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PERKEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Latar Belakang
Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin, karena zakat mempunyai implementasi sosial dalam membangun kesejahteraan ummat. Kini ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendikiawan muslim. Zakat menajdi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli sosial ibadah, dan juga bisa di katakan seorang yang telah berzakat mempererat hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.
Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat berpengaruh dan signifikan. Setiap zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum.
Pendayagunaan khususnya yang berupa infaq dan shadaqah diperuntukan bagi usaha produktif, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan pendistribusian zakat.
Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat secara produktif harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orangyang betsifat produktif.
Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan.
Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.
Ditegaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pengertian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa pendayagunaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahiq terpenuhi.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “PENGUATAN  ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH” Apa strategi yang diambil oleh BAZNAS Kota Samarinda  untuk Mendorong Zakat Produktif  dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat
B. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi yang diambil oleh BAZNAS kota Samarianda  untuk mengatasi hambatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat produktif
C. Landasan Teori
A. Tentang Zakat
1. Pengertian Zakat
Secara bahasa zakat yaitu tumbuh dan bertambah. Zakat merupakan al-maṣdar dari kata zakkâ-yuzakkî-zakâh yaitu berkah, bertumbuh, bersih, dan bertambah. Maka dari itu orang yang mengeluarkan zakat diharapkan haetanya bersih. 
Menurut Asnaini dengan mengutip pendapat Sayyid Sabiq zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.[footnoteRef:1] [1:  Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7.] 

2. Pengertian Zakat Produktif
Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustaḥiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.[footnoteRef:2] [2:  Ibid, hlm. 64] 


3. Dasar Hukum Zakat Produktif
Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. Dikemukakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi : 
“Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ’ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”.
a. Al-Qur’an
Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. al-Baqarah/2: 43). Dalam ayat ini tidak akan diterangkan hukum salat dan zakat. Hanya akan diterangkan secara sekilas seputar salat berjama’ah dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Hal itu, mengingat sebagian ahli tafsir yang berpendapat bahwa firman Allah SWT “dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” adalah ayat yang menganjurkan salat secara berjama’ah.
Ibn Katsir mengartikan rukuk sebagai perintah kepada Banî Isrâîl untuk selalu bersama orang-orang yang beriman di dalam semua kegiatan termasuk ketika melakukan amal baik dan khususnya ketika melakukan salat berjamaah. Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. al-Taubah/9: 103). Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.
 Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-Qur’an dan Hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah.[footnoteRef:3] [3:  Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 37.] 

b. Hadis
Dari Ibn ‘Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadhan (H.R. Bukhari).
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Dalam undang-undang ini pengaturan zakat diatur pada pasal 25, Pasal 26, pasal 27.
d. Peraturan Pemerintah (PP) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
e. Peraturan Kementerian Agama (PMA)
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dalam pasal 1.
f. Fatwa Tentang Zakat 
Yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

4. Syarat Zakat Produktif 
a. Syarat Wajib Zakat
Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Menurut mayoritas ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah antara lain, beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, merdeka, milik sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, sampai Niṣâb, cukup Ḥaul, bebas dari Hutang.
b. Syarat Sah Zakat 
Yaitu Niat dan Tamlîk (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada yang Berhak Menerimanya).
5. Macam-Macam Zakat Produktif
Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. 
Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, biak untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.
6. Tujuan dan Hikmat zakat Produktif
a. Tujuan Zakat Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hal ini adalah sasaran praktisnya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:[footnoteRef:4] [4:  M. Daud Ali, Op. Cit., hlm. 40.] 

1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. 
3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustaḥiq. 
4) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

b. Hikmah Zakat 
Adapun hikmah zakat bagi pemberi antara lain: 
1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain. 
2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
3) Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu. 

Hikmah bagi penerima sebagai berikut: 
1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, di mana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
2) Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa baha muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.
7. Manfaat dan Keistimewaan Zakat
a. Manfaat Zakat[footnoteRef:5] [5:  Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 28.] 

1. Melatih diri bersifat dermawan.
2. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara. 
3.  Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan. 
4. Menghilangkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. 
5. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
6. Meredam amarah Allah SWT.
7.  Menolak musibah dan bahaya. 
8. Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi. 
b. Keistimewaan Zakat [footnoteRef:6] [6:  Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 47.] 

1. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah salat, terletak di tengah-tengah antara lima rukun Islam yang lain, didahului dengan syahadat, dan salat, lalu diikuti dengan puasa dan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan.
2. Apabila diteliti, kita mendapati bahwa zakat berbeda dari rukun-rukun Islam yang lain. Kesemua rukun Islam merupakan amalan taʽabbudiyyah kepada Allah SWT. Akan tetapi, kita lihat, zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT (habl min Allah), tetapi juga berhubungan dengan manusia (habl min al-nâs) secara langsung.
3. Zakat merupakan rukun istimewa yang Allah SWT turunkan dan tetapkan sebagai rukun Islam yang menyentuh secara langsung tentang penghidupan atau ekonomi umat Islam. Inilah satu-satunya amalan ibadah yang Allah SWT wajibkan dan tetapkan sebagai rukun Islam. 
4. Zakat memiliki kontribusi dan peran besar dalam dakwah dan jihâd yang mutlak membutuhkan harta. Urgensi keterkaitan antara dakwah dan harta, tercermin secara implisit di dalam Al-Qur’an, tatkala menyebutkan batas pengorbanan seseorang muslim.
8. Pengelolaan Dana Zakat Produktif
Kriteria dalam sistem alokasi zakat sebagai berikut:
a) Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil. 
b) Sistem seleksi mustaḥiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikankepada kelompok mustaḥiq.
c) Sistem informasi muzakî dan mustaḥiq (SIMM). 
d) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.
Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya
adalah:[footnoteRef:7] [7:  Sahri Muhammad, Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 174.] 

a. Perencanaan (Planning)
Untuk mempermudah pembuatan perencanaan (planning) dalam sebuah kegiatan, perlu ditanyakan jawaban dari prinsip 4W 1H: 
1) Apakah yang harus dikerjakan?
2) Mengapa direncanakan?
3) Siapa yang harus mengerjakan?
4) Kapan harus dikerjakan?
5) Bagaimana harus mengerjakannya?
b. Pengorganisasian (Organizing)
Sebuah prinsip dalam pengorganisasian sebagaimana berikut: [footnoteRef:8] [8:  Yayat M Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 85.] 

1. Perumusan tujuan organisasi atau divisi program dengan jelas.
2. Pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian.
3. Kntinuitas dan fleksibilitas.
4. Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas.
5. Keatuan arah (unity of direction).
6. Kesatuan komando (unity of command). 
7. Rentangan kekuasaan (span of control).
c. Pengerahan atau Kepemimpinan (Actuating/Directing) Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut haruslah ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi tim yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka, kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
d. Pengawasan (Controlling)
pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Pendistribusian dan Pola Pendistribusian Zakat 
a. Pendistribusian Zakat
Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat dalam Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.[footnoteRef:9] [9:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.] 

b. Pola Pendistribusian Zakat
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian zakat dalam Pasal 26 menyatakan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris. Metode Pendekatan Empiris merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan hukum terhadap masyarakat, yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kehidupan di dalam masyarakat dan dihubungkan dengan analisis terhadap peraturan Perundang-undangan.

2. Jenis Data Penelitian
Jenis Data dalam Penelitian ini terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder sebagai berikut:
a. Data Primer
Adalah data informasi langsung yang di peroleh dari sumber pertama. Data ini didapatkan dari hasil wawancara.
b. Data Sekunder
Adalah data yang di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal dan Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
· Bahan Hukum Primer
Yaitu data informasi langsung di peroleh dari sumber pertama. Data ini diterima penulis dari hasil wawancara dan observasi.

· Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

· Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
c. Metode Pengumpulan Data
· Studi Pustaka
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu dengan melihat, membaca, mendengarkan, dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan Perundang-undangan.
· Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada narasumber.
· Narasumber
Merupakan seseorang yang mengetahui secara jelas tentang objek yang akan penulis teliti.
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